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A. Latar Belakang 
Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara 
berkembang termasuk indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan 
dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi 
dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Masalah ketimpangan 
pendapatan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, Namun negara 
maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada 
proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi, serta tingkat 
kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah danjumlah penduduk. 
Menurut Baldwin (1986) kesenjangan atau ketimpangan distribusi 
pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang 
kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. 
Setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi untuk 
mengurangi kemisikinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Pada umumnya 
setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau 
kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi 
suatu negara. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang 
melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah 
terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi 




yang absolut (Todaro, 2006). ketimpangan yang terjadi, serta tingkat kesulitan 
mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah danjumlah penduduk. 
Menurut Myrdal (1997) dalam, terjadinya ketimpangan regional 
disebabkan oleh besarnya pengaruh dari backwash effect (dampak balik) 
dibandingkan dengan spread effect (dampak sebar) di negara-negara terbelakang. 
Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan 
yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi dan akan 
meningkatkan pendapatan. 
Menurut Chaniago (2009), ketimpangan adalah buah dari pembangunan 
yang hanya berfokus pada aspek ekonmi dan melupakan aspek sosial. Dalam 
suatu perencanaan pembangunan di suatu negara aspek selain ekonomi juga harus 
diperhatikan agar terciptanya keseimbangan antara aspek ekonomi dengan aspek 
yang lainnya. 
Menurut Haughton & Khand (2012), ketimpangan adalah bentuk-bentuk 
ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Di dalam sebuah 
pembangunan jika hanya berfokus pada satu titik tujuan maka akan terjadi 
ketidakadilan dititik yang lain. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar 
merencanakan sebaik mungkin agar pembangunan bisa adil dan seimbang. 
Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain : Indeks 
Gini, Indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini 




ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan 
dan ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai  
indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemeraatan sempurna) sedangkan 
nilai satu artinya ketimpangan sempurna. 
Menurut Aldeman dan Morris (dalam Arsyad, 1999: 226), ada delapan hal 
yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di 
negara sedang berkembang yakni; (1) Pertambahan penduduk yang tinggi 
mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, (2) Inflasi dimana pendapatan 
uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan 
produksi barang-barang, (3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, (4) 
Investasi yang banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive) 
sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambah besar dibandingkan 
dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran 
bertambah, (5) Rendahnya mobilitas sosial, (6) Pelaksanaan kebijaksanaan 
industri subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil 
industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, (7) Memburuknya nilai 
tukar (term off trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan 
negara-negara maju sebagai akibat ketidakelatisan permintaan negara-negara 
terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, (8) Hancurnya 





Manfaat pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir lebih banyak 
dinikmati 10% kelompok terkaya jika dibandingkan dengan oleh kelompok 
masyarakat lainnya, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak 
inklusif. Berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari 
kecemburuan sosial masyarakat, konflik sosial, dan kegaduhan politik. Coudouel, 
Dani, dan Paternostro (2006) menyatakan meskipun ketimpangan tidak sampai 
menimbulkan guncangan sosial dan politik, ketimpangan akan menimbulkan 
resistensi masyarakat terhadap berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan 
pemerintah. Sejarah juga mencatat, tanpa menafikan faktor lainnya, kerusuhan 
sosial 1998 juga diawali dari kenaikan indeks Gini yang cukup tajam dari 0,292 
(1990) menjadi 0,36 (1996). 
Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu tentang tidak meratanya 
distribusi pendapatan di Pulau Jawa dan beberapa faktor yang menyebabkan hal 
itu terjadi. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tidak merata telah 
mengubah persepsi masyarakat mengenai apa itu kemiskinan. Kemiskinan tidak 
lagi dipandang sebagai kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi kemiskin-
an bersifat relatif terhadap kepemilikan orang lain. Dartanto dan Otsubo (2013) 
menunjukkan orang akan merasa miskin jika orang lain memiliki lebih banyak 
jika dibandingkan dengan dirinya. Bahaya ketimpangan telah mengancam 





Pertama, peningkatan tax ratio dan kepatuhan pembayaran pajak. 
Peningkatan rasio pajak merupakan cara untuk mendistribusikan kekayaan dari 
kelompok atas untuk kelompok di bawahnya. Kenaikan rasio pajak berarti 
meningkatkan transfer dari kelompok kayak ke kelompok miskin. Selain itu, 
kebijakan perpajakan seperti tax amnesty akan berdampak terhadap ketimpangan 
sangat tergantung seberapa besar tebusan yang dibayarkan serta bagaimana 
memanfaatkan informasi perpajakan dalam tax amnesty untuk meningkatkan rasio 
pajak. 
Kedua, keterpaduan antara pengembangan sumber daya manusia dan peta 
jalan transformasi perekonomian. Transformasi struktural dari sektor pertanian 
menuju sektor industri dan jasa yang tidak terarah merupakan salah satu penyebab 
ketimpangan di Indonesia. Perkembangan sektor jasa yang meningkat selama 20 
tahun terakhir tidak dibarengi peningkatan keterampilan sumber daya manusia 
yang mendukung perkembangan sektor jasa. Atau dengan kata lain terjadi skill 
mismatch antara lulusan dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Kondisi itu 
memunculkan adanya banyak pengangguran terdidik sehingga perkembangan 
perekonomian tidak berdampak bagi penciptaan lapangan kerja. 
Ketiga, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin 
melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan dan perumahan. Kebijakan itu 
bertujuan memberikan jaring pengaman kepada kelompok miskin dan hampir 
miskin sehingga mereka bisa bekerja dan berusaha lebih baik. Di sisi lain, 




ketimpangan karena berbagai kebijakan bisa jadi saling kontradiksi dengan 
kebijakan yang lain, yang pada akhirnya kebijakan tersebut tidak efektif untuk 
menanggulangi ketimpangan. 
Untuk mengetahui kondisi ketimpangan di Pulau Jawa berikut adalah 
Grafik Gini Ratio di Pulau Jawa Tahun 2016-2018. 
Grafik 1.1 
Gini Ratio Di Pulau Jawa Tahun 2016-2018 
 (angka indeks) 
 
Sumber: BPS Indonesia Tahun 2016-2018 
Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa kondisi gini ratio atau ketimpangan di 
Pulau Jawa. Dari Grafik1.1 diatas dapat penulis simpulkan ketimpangan dari 
tahun 2016-2018 DIY Yogyakarta memiliki Gini Ratio tertinggi daripada provinsi 
lannya. Tetapi secara keseluruhan kondisi ketimpangan berfluktuatif dari tahun 
2016-2018. Gini Ratio di Jawa Barat lebih tinggi dari pada Jawa Tengah yang 

















menggambarkan kondisi distribusi pendapatan yang ada Pulau Jawa pada Tahun 
2016-2018, dimana jika Gini Ratio semakin mendekati angka 1 maka dianggap 
distribusi pendapatan tidak merata, sebaliknya jika Gini Ratio semakin kecil atau 
semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan dianggap merata atau tidak 
terjadi ketimpangan, jika masih mengalami ketimpangan tidak terlalu tinggi antara 
penduduk satu dengan penduduk yang lain.  
Menurut Todaro (2006) ketimpangan memiliki dampak yang positif 
maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong 
wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan 
meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah 
inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta 
ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan 
masyarakat. Dari latar belakang diatas maka penulis akan menyusun sebuah 
penelitian yang berjudul “DETERMINAN DISPARITAS DISTRIBUSI 
PENDAPATAN PENDUDUK DI PULAU JAWA TAHUN 2012-2018”. 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana sebenarnya arah dan besarnya pengaruh Dependency Ratio, 
Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan 






C. Tujuan Penelitian 
Mengetahui arah dan besarnya pengaruh Dependency Ratio, Pendidikan, 
Tingkat Pengangguran,dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa 
Tahun 2012-2018. 
D. Manfaat Penelitian 
Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan untuk menanggulangi 
masalah ketimpangan pendapatan. 
Di kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 
memperkaya rujukan atau pustaka mengenai faktor penentu ketimpangan 
distribusi pendapatan. 
E.     Metode Penelitian 
E.1    Alat dan Model Penelitian 
Untuk menganalisis pengaruh Dependency Ratio, Pendidikan, dan Tingkat 
Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2012-
2018 digunakan alat analisis regresi data panel yang merupakan modifikasi dari 
penelitian Rusli Abdullah (2013) dan Anis (2017) dengan model sebagai berikut : 
𝐈𝐆𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑫𝑹𝒊𝒕 − 𝜷𝟐𝑬𝑫𝑼𝑪𝒊𝒕 +  𝜷𝟑𝑼𝑵𝑬𝑴𝑷𝒊𝒕 − 𝜷𝟒𝑰𝑷𝑴 + 𝜺𝒊𝒕 
di mana: 
IG          = Indeks Gini 
DR         = Depenency Ratio 
EDUC    = Tingkat Pendidikan 
UNEMP = Tingkat Pengangguran 
IPM    = Indeks Pembangunan Manusia 




𝛽0           = Konstanta 
𝛽1 … . 𝛽3 = Koefisien regresi variabel independen 
i    = Observasi ke i 
t    = Tahun ke t 
 
E.2 Data dan Sumber Data 
Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data panel dengan 
rentang pengamatan dari 2012 hingga 2018, yang meliputi data Dependency 
Ratio, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan. Data akan diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS). 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun 
sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN  
Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan 
sumber data, alat dan model analisis data, dan Analisis statistika dan 
Ekonometrika Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka menguraikan landasan teori tentang Ketimpangan Pendapatan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan. Hasil-hasil 
penelitian terdahulu terkait determinan Ketimpangan Pendapatan. Pada akhir bab, 
dirumuskan hipotesis penelitian. 




Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah langkah 
estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan 
definisi operasional variabel dan sumber data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi 
deskripsi perkembangan neraca perdagangan indonesia dengan menggunakan 
variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, 
yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Dan yang 
terakhir berisikan interpretasi ekonomi, didalamnya terdapat peramalan terhadap 
kondisi dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang dapat diambil untuk 
mengantisipasi hal-hal buruk yang diramalkan sebelumnya. 
BAB V PENUTUP 
Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi 
model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat 
kebijakan ekonomi dan stakeholder, serta bagi penelitian yang selanjutnya.  
